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MANDAT PP 60 TAHUN 2008 TERKAIT PEMBINAAN SPIP

PEMBINAAN
(BPKP)

Penyusunan Pedoman
Sosialisasi

Diklat

Bimbingan dan
Konsultansi

Pasal 59 ayat 2:

Pembinaan SPIP
dilakukan oleh BPKP

J

ASSESS AND ASSIST

PENYELENGGARAAN
(K/L/D)

Good Governance
Pengelolaan Risiko
Pengendalian Korupsi
Pembinaan Kapabilitas
APIP

3

PENILAIAN
(KIL/D & BPKP)

Menghasilkan:

Skor

Area of Improvement
Rekomendasi perbaikan

ﬁ



MANDAT PP 60 TAHUN 2008 TERKAIT GOVERNACE RISK CONTROL (GRC)

Pasal 1 Peran APIP:

* Memberikan keyakinan yang
.STI | meru![oa:(kan Ero'ies memadai atas ketaatan dan 3E ( )
integral - -untu memberikan * Memberikan peringatan dini dan

keyakinan memadai atas

. : . meningkatkan efektivitas MR
tercapainya tujuan organisasi

« Memelihara dan meningkatkan

kualitas tata kelola pemerintahan
Pasal 3 TERCAPAINYA TUJUAN ORGANISASI
Penerapan unsur SPIP Melalui:
> dilaksanakan ~menyatu dan » | - Kegiatan yang efektif dan efisien

menjadi bagian integral dari « Keandalan pelaporan keuangan

Pasal 13 kegiatan Instansi Pemerintah . Pengamanan asset negara

Pimpinan Instansi Pemerintah T + Ketaatan terhadap peraturan perundangan
wajib melakukan penilaian

risiko terhadap: Pasal 14

* Tujuan Instansi Pemerintah

« Tujuan tingkat kegiatan Untuk mencapai tujuan,

organisasi perlu menetapkan:
« Strategi operasional
> ° Strategi manajemen
terintegrasi dan rencana
penilaian risiko




KETERKAITAN SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN KAPABILITAS APIP

Kondisi Existing:

SPIP
¢

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang
memadai atas tercapainya tujuan organisasi

Pengendalian belum diarahkan pada tujuan

organisasi dan 4 tujuan SPIP

Kegiatan pengendalian belum dikaitkan dengan

hasil penilaian risiko Perpaduan antara budaya, sistem, dan proses untuk
mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola
risiko, sebagai bagian dari penguatan penerapan SPIP
dalam rangka mencapai tujuan organisasi

MANAJEMEN RISIKO

Kondisi Existing:

+ Belum terdapat struktur pengelolaan risiko

* Belum sepenuhnya dikaitkan dengan tujuan organisasi
+ Belum dikelola dan dipantau secara berkelanjutan

KAPABILITAS APIP

Kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas
pengawasan untuk mendukung pencapaian tujuan
strategis organisasi

Kondisi Existing:

+ Kegiatan pengawasan belum dikaitkan dengan risiko ®
organisasi

+ Kompetensi SDM APIP belum memadai




POLA HUBUNGAN PENYELENGGARAAN SPIP DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Proses

Budaya

Penetapan
Konteks/Tujuan

Sistem

Identifikasi Risiko

Identifikasi Kelemahan
Lingkungan
Pengendalian (CEE)

Analisis Risiko

Penilaian Risiko

Pemantauan

\ 4 \ 4

UNSUR
————— PENILAIAN

UNSUR LINGKUNGAN UNSUR

PENGENDALIAN PEMANTAUAN

RISIKO




POLA HUBUNGAN PENYELENGGARAAN SPIP DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

41 PIMPINAN INSTANSI _ MENGUATKAN W __ AuDIT 5o M P MELAKSANAKAN EVALUASI
PEMERINTAH e ' CHARTER ' TERPISAH
I
Menetapkan Visi Misi Tujuan I
Strategis :
I
_, Menetapkan Kebijakan-Kebijakan Kebijakan Pengendalian Intern, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Manajemen SDM, I
Penyelenggaraan SPIP Manajemen Keuangan dan Aset, Kebijakan Tl dan E-Gov, Reformasi Birokrasi, dan Lainnya :
I
s I
7)) I
g ]
X MEMBANGUN LINGKUNGAN PIMPINAN I
— — — — — — — . — — <
Z 18 = 16 — 15 = 14 — 13 = 12 = 11 = pENGENDALIAN ORGANISASI/UNIT KERJA :
= I
I
= MELAKUKAN IKU Uraian IKU RISIKO RISIKO :
g PENILAIAN RISIKO raian STRATEGIS OPERASIONAL l
I
= |
(7p) 3.1 REVIU 3.2 PEMBINAAN 3.3 3.4 PEE DAFTAR RISIKO STRATEGIS —-_—
< KINERJA SDM PENGENDALIAN PENGENDALIAN
= SISTEM Tl ASET MERANCANG
DAN
g MELAKUKAN
3.8 KEGIATAN
3.5 INDIKATOR . . e e e e
DR UMM JSZET echow | i
2 AKURAT (KEBIJAKAN/
— SOP, PROGRAM,
3.9 -~ KEGIATAN)
PEMBATASAN 3.10 DOKUMENTASI RISIKO PRIORITAS (HIGH RISK)
AKSES AKUNTABILITAS e S DITETAPKAN SESUAI SELERA -
RISIKO

$

2 o

$

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN,

MONEYV KINERJA, TL HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN, DSB.



KONDISI PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN
SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGAWASAN APIP SAAT INI

' ( PENYELENGGARAAN ' (  BELUM DIARAHKAN
' BELUM SALING UNTUK MENGAWAL
TERINTEGRASI o <b TUJUAN ORGANISASI
( BELUM TERINTEGRASI (
' DENGAN PENGENDALIAN ' PE';'F:”Q'TAENGBREALSUIM
e ATAS FRAUD >

\

' ( PENILAIAN
BERFOKUS PADA
PEMBERIAN SKOR

' ( PENILAIAN

TERKESAN
T DOCUMENT BASED

( Aol & REKOMENDASI
e MASIH PARSIAL

e AR

DIPERLUKAN
PEMBINAAN DAN
PENILAIAN

TERINTEGRASI UNTUK

MENDUKUNG

PENCAPAIAN TUJUAN

ORGANISASI

(

Aol & REKOMENDASI
BELUM DIPANTAU

\_

v




LANDASAN TEORI

PP NO. 60 TAHUN 2008 COSO ERM ISO

D

* Pengendalian dibangun untuk mengawal pencapaian Tujuan Organisasi
« Pengendalian dilakukan melalui Manajemen Risiko atas risiko-risiko yang
teridentifikasi dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi

.

Pengujian Efektivitas Pengendalian melalui kriteria Comprehensive Assessment Model (CAM)

KETERSEDIAAN KEBERADAAN
SUMBER DAYA KEPATUHAN RESIDUAL RISK




PEI\/IBAHARUAN
m PEDOMAN PENILAIAN



DUE PROCESS

@' 7 September 2020 @ 14-17 September 2020 @ 22-25 September 2020 Q 12-16 September 2020

- Mengintegrasikan parameter

Team’s Zoom Meeting Penyusunan

- Penajaman Model dan
Indikator Hasil

- Pembahasan Mekanisme
Penilaian

- Paparan dengan Depuiti

Arahan Kepala BPKP

Operasionalisasi Model
Result-based SPIP

penilaian IEPK ke dalam
parameter penilaian SPIP

Pedoman Penilaian
- Pembangunan IT dan

Piloting

1
1
1
|
I
1 N
! - Penyusunan Narasi
|
1
1
1
1

- Penyusunan Framework
Result-based SPIP

- Pemetaan Indikator Hasil
- Paparan ke Kepala BPKP

@ 8-11 September 2020 @ 21 September 2020 @

Brainstorming “Reviu RPJMD”
dengan Ditjen Bina Bangda
Kemendagri

- Penyusunan Naskah
Akademis

- Mengintegrasikan parameter
penilaian MRI ke dalam
parameter penilaian SPIP

- Penyusunan Narasi Pedoman

Penilaian
- Penyusunan Desain IT

5-9 Oktober 2020

@

Penyusunan Narasi Pedoman
Penilaian

Perbaikan Kertas Kerja
Pembangunan IT dan Piloting
Piloting Pedoman

Uji Publik dengan Akademisi,
Pemda, dan K/L

20 Oktober-13
November 2020



ARAH PERKEMBANGAN PENILAIAN SPIP KE DEPAN

.@) Konsepsi Pembaharuan Kebijakan Implementasi SPIP

__________________________________________________________

lPengukuran bukan hanya Dbertujuan untuk-

2 implementasi SPIP harus dimulai dari | .
'T'. | tr:jﬂae:weny::‘lg ingin an;si,capl;?u a|buk:: ; ' memberikan skor, namun menitikberatkan pada !
| E berangkat dari unsur/sub unsur éPIP | . , ' perbaikan/penguatan pengendalian (assess and g

KRS SRR S S SRS RN R SO . . ' assist) :
Struktur dan Proses S s -
Pengendalian Efektivitas Pengukuran maturitas harus berorientasi pada

pengujian atas efektivitas dari struktur dan proses
i pengendalian yang dibangun dalam mencapai

)
]
i
i
I
]
)
]
|
]
I
I
]
I
]
]
1
]
1
]
]
]
i
|
]
____________________________________________________ 1
1
: Penerapan SPIP harus didahului dengan assessment' 2 : .
| ' expected goals, atau manfaat yang diharapkan
I ]
]
1
]
]
]
)
]
]
]
|
1
)
)
!
)
1
)
]
)
1
)
|
!
]

.atas karakteristik organisasi, ketepatan penetapan:
*tu;uan kesesuaian strategi dan indikator kinerja |
- yang ditetapkan

Penetapan Strategi sudah dipilih Indikator ditetapkan
Tujuan tepat? dengan sesuai? dgn tepat?

-----------------------------------------------------------

p

) 1
| Assessor/Evaluator harus memiliki kompetensi untuk |
' menentukan alat uji yang tepat dalam memperoleh |
) 1
; ;

=

eyakinan atas tercapainya efektivitas pengendalian.

' Harus diidentifikasi secara jelas/kongkret !

Bukti pemenuhan level maturitas tidak berorientasi !
atau didominasi oleh bukti dokumen, terutama !
untuk pemenuhan level yang dianggap mature

’ :
Y  kaitan struktur/proses pengendalian ;
% E yang dibangun, dengan aspek tujuan SPIP 5

- ———— - - - - - - -4




FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN RESULT-BASED SPIP

STRUKTUR DAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

LINGKUNGAN
PENGENDALIAN

PENETAPAN TUJUAN

Isu, Mandat,

Peraturan
Efektivitas dan Efisiensi

Sasaran Strategis . )
PENILAIAN eandalan Pelaporan Keuanga

PEMANTAUAN RISIKO

Program
Pengamanan Aset Negara

Ketaatan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan

Dl PENGENDALIAN
KOMUNIKASI




PERBANDINGAN PENILAIAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN

Objek Penilaian

Kaitan dengan 4
Tujuan SPIP

Penentuan Satker
Sampel

Penilaian Efektivitas
Pengendalian

Metodologi Penilaian

Pengintegrasian
Penilaian

Fokus Penilaian

Proses Penilaian

Struktur dan proses

Belum dikaitkan

Berdasarkan keterwakilan fungsi

Belum diarahkan

Terkesan document based

Hanya menilai unsur-unsur SPIP

Lebih kepada pemberian skor/level

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas tidak
dalam satu proses

o B o

Perencanaan, struktur dan proses, serta
pencapaian hasil

Dikaitkan secara langsung

Berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran
strategis, dan tujuan SPIP

Diarahkan

Mengedepankan substance over form

Mengintegrasikan  penilaian SPIP  dengan
penilaian MRI, IEPK, dan kapabilitas APIP

Penentuan Aol dan pemberian rekomendasi
perbaikan pengendalian

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas
menjadi satu proses



LEVEL MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

« Tiap level didefinisikan dengan LEVEL 5
mempertimbangkan kondisi perencanaan, OPTIMUM
struktur dan proses, serta pencapaian hasil

« Tiap level didefinisikan dengan pendekatan
SPIP, kapabilitas APIP, penyelenggaraan LEVEL 4

MR, dan pengendalian korupsi TERKELOLA DAN

TERUKUR

LEVEL 3
TERDEFINISI

LEVEL 2
BERKEMBANG

PROSES PENILAIAN

LEVEL 1
RINTISAN

Melalui 2 tahapan:
A. Penilaian Mandiri (PM)
B. Penjaminan Kualitas (PK)




PRINSIP PENILAIAN PENYELENGGARAAN SPIP

PARAMETER PENILAIAN
TERINTEGRASI

KOLABORASI DALAM
PENILAIAN DAN
PENJAMINAN KUALITAS

INTEGRASI PARAMETER
PENILAIAN

!
{

PEMDA
MRI KAPABILITAS IEPK
APIP « PM: APIP K/L . « PM: APIP Pemda
* PK: Deputi Pembina » PK: Perwakilan BPKP,
\ } dan Deputi Investigasi Deputi PPKD, dan
Y Deputi Investigasi

DILEKATKAN PADA
SUBUNSUR-SUBUNSUR SPIP

*PM: Penilaian Mandiri  PK: Penjaminan Kualitas

PENILAIAN MENGHASILKAN
3 HASIL

OUTPUT

!
|

MRI NILAI IEPK
MATURITAS
SPIP

*MRI: Manajemen Risiko Indeks
IEPK: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi



D o ) PM PK

PENJAMINAN KUALITAS (PK)

Alam's
EH
| |
kel
KAPAN?
Persiapan
l . PK atas
Penetapan Tim Assessor, Penentuan Satuan 1 S o—
Kerja Sampel, Penetapan Tim Counterpart, B
Penyusunan dan Pemaparan Rencana Penilaian
Q’ Pelaksanaan
~ 2 Aspek yang Dinilai:  Metode: 5 PK atas
- Penetapan tujuan - Analisis Pelaksanaan
BAGAIMANA? - Struktur dan proses dokumen
- Hasil - Wawancara
- Observasi
3 Pelaporan
Hasil penilaian, AOI dan 3 PK atas
Pelaporan @

rekomendasi perbaikan
pengendalian

Tim PK
Pemda
Koordinator . .
Pelaksanaan PM Penanggung Jawab Asesor/ Perwakilan BPKP Tim Panel
® ® 4 Pelaksanaan PM Pelaksana PM Kegi%ian
... Sekjen/Sekretaris . Tim PK K/L
i Pimpinan APIP K/L/D APIP K/L/D ST

BPKP

SIAPA?




wia B
O=
‘E'/, PENILAIAN MANDIRI



1. TAHAP PERSIAPAN

a. Pembentukan Tim Assessor

Min. 1/3 pernah
mengikuti  diklat/bimtek
SPIP & penilaian SPIP
I dan/atau mengikuti

penugasan terkait SPIP

Jumlah  sebanding
dengan unit kerja
yang dinilai .

®
(maksimal 1 '&‘

assessor menilai 4
satker)

ha]

o= Surat Tugas
berdasarkan PKPT

Hari penugasan
sebanding dengan
unit kerja yang dinilai
(minimal 30 hari kerja,
50% di kantor, 50% di
lapangan)

b. Penentuan Satker Sampel

c. Pembentukan Tim Counterpart

d. Pemaparan Rencana Penilaian

SATKER WAJIB

Pendukung keandalan pelaporan
keuangan

Pendukung pengamanan aset

Pendukung ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan

SATKER PILIHAN
30%

Pendukung gf‘sf“a_“
. rategis
Efe_kt|V|'Fas Qan > (Minimal 2
Efisiensi Tujuan Sasaran
Strategis)

Satuan Kerja

Terkait
Satker A
Satker B
Satker C

SATKER PENDUKUNG

' (minimal 2 orang)

Min. 1/3 pernah
mengikuti  diklat/bimtek
SPIP dan/atau
I mengikuti penugasan

terkait SPIP

Setiap satker sampel

harus memiliki

anggota tim

counterpart

Penugasan
berdasarkan  Surat
Tugas atau Surat
Keputusan

Sebanding dengan
hari penugasan Tim
Assessor

Substansi Rencana Penilaian:

a. Latar Belakang

b. Tujuan dan Manfaat Penilaian

c. Ruang Lingkup Penilaian

d. Metodologi Penilaian

e. Tahapan dan Jadwal Waktu
Penilaian

Sistematika Pelaporan
. Rencana  Kebutuhan
Daya

. Susunan Tim Penilaian

Sumber

Tujuan Pemaparan:

a. Mendapatkan
kesepakatan
pimpinan/pejabat kunci

a. Memperoleh persamaan
persepsi antara
assessor dengan
pimpinan/pejabat kunci



2. TAHAP PELAKSANAAN

-

.

ili—:i WAWANCARA

ANALISIS DOKUMEN

~\

OBSERVASI

J

¥

TOPIK PENDEKATAN

* 4 Tujuan SPIP
Subunsur SPIP, manajemen
risiko, pengendalian korupsi

Sesuai tema Sasaran Strategis
yang dipilih sebagai sampel

OBJEK/RESPONDEN

Pihak yang memahami
proses bisnis tema sampel
Dokumen yang sesuai
dengan tema sampel
Kegiatan/pelaksanaan/hal
yang sesuai dengan tema
sampel



PEMBOBOTAN PENILAIAN

Komponen, Unsur, dan Subunsur Bobot Unsur Bobot K/L/D éBobot Satkeré Bobot Komponen

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

PENETAPAN TUJUAN

...Kualitas Sasaran Strategis, ... L B338% L h
.. Perencanaan Terintegrasi ... 3333% L
Kualitas Program dan Kegiatan : 33.33% ] ; '
SUB JUMLAH PERENCANAAN ©100.00% :
BOBOT PERENCANAAN : § : : 25.00%
STRUKTUR DAN PROSES : : : :
. Lingkungan Pengendalian . .3000% D 60%. . 40% i
. Penilaian Risiko, 5 2000% o 60% G A% G
...Kegiatan Pengendalian . .............................;..2500% . 60%. .5 A0% ...
...Informasi dan Komunikasi . ... 1000% 60%. .5 A0% i
LPemantauan G 1500% 60% G 40% ...
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES . 100.00% : :
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES : : : : 50.00%
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP : : : :
... Efektivitas dan Efisiensi ... . 00 R e,
...... Capaian OULCOME | ... ..o i 5003000%,
...... Capaian QUIpUL 20009
...Keandalan Laporan Keuangan ... e, . R e,
...... oI LK e 2000% e
L PN AN A A O
...... Keamanan Administrasi o B00%
...... Keamanan Fisik L B00%
...... Keamanan Hukum 300
L Ketaatan pada PeratUran e
...... Jumlah Temuan BPK 30000
...... Jumlah Temuan APIP e B0
Kasus Korupsi :
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP ©100.00%
BOBOT HASIL : : : : 25.00%

TOTAL BOBOT KOMPONEN : : : : 100.00%




Implementasi Manajemen Risiko dan SPIP dalam Manajemen Pemerintahan

PENETAPAN
@ SASARAN RPJMN/
RPJIJMD

M:U:S:R:E:N:B: A:N: G

TARGET

K/L ATAU OPD
PENANGGUNG
JAWAB

TARGET

=1

Pimpinan K/L/D mengidentifikasi risiko-risiko
strategis yang dapat mengganggu pencapaian
tujuan dan sasaran strategis K/L/D.

Unit kerja melakukan penilaian risiko atas
program/kegiatannya.

Unit kerja melaksanakan kegiatan
pengendalian sebagai mitigasi risiko melalui
pelaksanaan prog/keg-nya.

Identified risk digunakan sebagai pertimbangan
penetapan target kinerja dan alokasi anggaran
oleh unit perencana

Unit kerja secara berkelanjutan mengevaluasi
risiko dan RTP untuk perbaikan pelaksanaan
kegiatan pengendalian dalam prog/keg-nya.

Identified risk digunakan APIP untuk
merencakan pengawasan intern atas program
prioritas.

APIP melaksanakan evaluasi terpisah (risk
based) atas pelaksanaan prog/keg dan
keandalan pengendalian intern yang dibangun
unit kerja.

PENCAPAIAN

TARGET

Taat Peraturan

Aset Aman

Laporan Keuangan Handal

<= UNIT
- UNIT PERENCANAAN [
' w . PENGAWAS
& PENGANGGARAN INTERN
: ¢
Penetapan Program, Target :
Kinerja dan Alokasi Anggaran : 5
3 '
TARGET oo TR
4
+ f
1: (2 L
: v A 4 \ 4
TARGET PROGRAM PROGRAM
ﬂ' KEGIATAN KEGIATAN
KELUARAN KELUARAN
P, \ P, \
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

> /SASARAN RPJMN/
O RPJMD

Efisien dan Efektif




A. PENILAIAN KUALITAS PERENCANAAN KINERJA

PENETAPAN
@ SASARAN RPJMN/
RPJIJMD

M:U:S:R:E:N:B: A:N: G

>

UNIT PERENCANAAN
& PENGANGGARAN

Penetapan Program, Target

Kinerja dan Alokasi Anggaran v

TARGET

4
TARGET
]°.

K/L ATAU OPD
PENANGGUNG
JAWAB

Al

TARGET

=1

PROGRAM

N KEGIATAN

TARGET

KELUARAN

TARGET

A. Kualitas Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis K/L/D

2. Sasaran Strategis Satker
B. Perencanaan Terintegrasi

1. Desain Perencanaan Terintegrasi

2. Penerapan Perencanaan Terintegrasi
C. Kualitas Program dan Kegiatan

1. Kualitas Program

2. Kualitas Kegiatan

TIME-BOUND, l

‘ SELARAS DAN
c REALISTIC, .
ACHIEVABLE
SPESIFIK, TIDAK RELEVAN
DENGAN
INDIKATOR DI
B B A7ASNYA

NEW
STRATEGIC M CONTINUOUS
ISSUE, IMPROVEMENT

ASPIRATIF

T

TUMPANG
TINDIH
MEASURABLE, -
PROYEKTIF
-
L]
w

¥

PENETAPAN IKU SAMPEL, SATKER/OPD SAMPEL, DAN
PROSES BISNIS YANG AKAN DIUJI (PENETAPAN KONTEKS)



Misi: Tujuan: Sasaran:
Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah yang Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
Kapasitas Berkualitas, Menyebar, dan Inklusif Disertai Kesejahteraan Petani, dan Peran Investasi
Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Unggulan Terhadap Ekonomi Daerah

Peningkatan Produksi RENSTIRADINAS DINAS PERTANIAN & — Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan,
Padi dan Hasil Tani PERTANIAN & B .
Lainnya PERIKANAN PERIKANAN dan Perikanan
Menurunnya Gangguan
Keamanan Sumber Ri’éﬁ&&ﬁx\:\f‘s DINAS KEHUTANAN g g  Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
Daya Hutan
DINAS PERINDUSTRIAN g ¢ Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa

Peningkatan Sentra RENSTRA DINAS

Industri Agro Menjadi PERINDUSTRIAN
Pemasok Industri Besar

Peningkatan Sertifikasi RENSTRA DINAS

Mutu Barang dan
Komoditi Ekspor Daerah PERDAGANGAN

Peningkatan Destinasi RENSTRA DINAS
Wisata dgn Keunikan
Lokal Khas Daerah PARIWISATA

(NM1) NVHVYSYVYS HOL1WMIANI

Peningkatan Capaian

RENSTRA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL
MODAL PTSP DAN PTSP

INDIKATOR PROGRAM

Realisasi PMA dan
PMDN

Penilaian Kualitas DIUJI PENETAPAN
Perencanaan TUJUANNYA DAN Penetapan Tujuan Strategi sudah dipilih Indikator ditetapkan KERTAS KERJA
Kinerja INDIKATORNYA tepat? dengan sesuai? dengan tepat? PERENCANAAN



B. PENILAIAN! 00 0onass DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DINAS PARIWISATA DINAS KEHUTANAN UJI DAHULY BAGAIMANA
INSTANSI PEMERINTAH (IP)

STRUKTUR
DAN PROSES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pegawai menegakan integritas dan nilai etika dalam
melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan
diisi oleh SDM yang kompeten

Pimpinan organisasi mendukung penerapan
pengendalian intern dan menciptakan lingkungan kerja
yang kondusif untuk meningkatkan kinerja

Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung
pelaksanaan probis dan masing-masing unit
mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi

Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada
pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk
mendukung efektivitas dan efisiensi

Penerapan kebijakan manajemen dan praktik
pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara
maksimal untuk mencapai tujuan organisasi

Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang
baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan
upaya pencapaian tujuan organisasi

MEMBANGUN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN

INDIKATOR TUJUAN SPIP

- Keandalan KESIMPULAN
Efektivitas Pengamanan Ketaatan

dan Efisiensi Pelaporan Aset Negara Terhadap
Keuangan Per-UU-an

A4 A4 \V4 A\ 4 A4

v N v \Y4 \"4

A4 A4 \V4 A4 A" 4

v N/ \%4 AV AV

A4 V4 w N v

A4 AV 4 A\V4 A4 A4

A4 ~ AV 4 A4 A4

LINGKUNGAN PENGENDALIAN DIBANGUN SEBAGAI PONDAS| PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN SPIP, MR, DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Lanjut Slide Berikutnya



- e Keandalan Pel
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN Efektivitas dan Efisiensi Pengamanan Aset Negara Ketaatan Thdp Per-UU-an

1
H PENCATATAN IJIN TERBIT DOKUMENTASI KELEMAHAN AKSES
]
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP B MON‘[!TDOAT("XﬁL?I'QA:']NAN DAN PENCABUTAN I[JIN PERIZINAN DIGITAL SISTEM DAN DATA
H TIDAK INTEGRASI HILANG/CORRUPTED PERIZINAN
i
i
RPJMD Pertumbuhan Investasi ! PELAPORAN KINERJA KETERBATASAN SARANA PRASARANA KELEMAHAN SISTEM
! INDIVIDU TIDAK REALTIME KOMPETENSI SDM KURANG MEMADAI OTORISASI PERIZINAN
i
Peningkatan Capaian i JENJANG PELAPORAN RANGKAP FUNGSI
RENSTRA . ! 5
Realisasi PMA dan PMDN | MASING-MASING FUNGSI PELAYANAN, VERIFIKASI, KAPAS;@?SJEUNGAN DAN T_ﬁ'ﬁ,\?&'s'm
i BELUM REALTIME OTORITASI
Kebiiak id imol tasi reviu kineria dilakukan dal Otorisasi atas transaksi yang terdapat pada proses bisnis DPMPTSP
eoljaxan sampal dengan Impiementasi reviu kinerja dilakukan da‘am 3.7 OTORISASI ditetapkan dalam kebijakan sehingga hanya orang yang diberikan
3.1 REVIU KINERJA rangka mengatasi kendala-kendala dan perbaikan strategi TRANSAKSI wewenang dapat  bertindak  sebagai otorisator seperti

e penandatanganan perizinan.

Pembinaan SDM direncanakan dalam renstra dan diimplementasikan VETRERED eUUmeEn SEEm [POTeElEEm yemg el s penoiEeEn

3.2 PEMBINAAN SDM dalam rangka mengatasi gap kompetensi terkait dengan perizinan, S8 FENTAATLA P2, Ol |n\_/esta3|, masa .berlak.u, i perizinan, PEMEEPENEN JENg
o . AKURAT masuk, serta informasi penting lainnya sebagai input pelaporan dan
penanaman modal, komunikasi, pelayanan publik, dsb. monitoring

Pengeloaan Tl dipayungi kebijakan/desain dan rencana kebutuhan TI 3.9 PEMBATASAN Pembatasan akses baik secara digital maupun fisik terhadap sistem
secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pelaksanaan ' AKSES pencatatan dan otorisasi, serta sumber daya yang dimiliki DPMPTSP
pelayanan perizinan dan promosi terkait investasi. diperlukan untuk menjaga keamanan data dan informasi.

Sarana dan prasarana disiapkan dan dilindungi keamanannya dengan

3.4 PENGENDALIAN sistem pengelolaan aset untuk keamanan pencatatan dan

ASET penggunaan serta pengamanan fisik melalui administrasi kepemilikan,
pembatasan, dsb.

3.3 PENGENDALIAN
SISTEM TI

Ukuran kinerja dan target kinerja ditetapkan dalam kebijakan dan
diturunkan sampai dengan level individu (SKP) sebagai tolok ukur
kinerja yang dievaluasi secara berkelanjutan.

3.5 INDIKATOR
KINERJA

Tata laksana DPMPTSP disusun sedemikian rupa sehingga

3.6 PEMISAHAN menciptakan fungsi-fungsi pengecekan dalam SOP-nya sejak

FUNGSI pengajuan sampai dengan penerbitan izin, tidak ada unit/bagian yang
melaksanakan fungsi yang sama.

KEGIATAN PENGENDALIAN MERUPAKAN MITIGASI RISIKO TERKAIT RISIKO ATAS 4

TUJUAN SPIP DAN SECARA BERKALA DIEVALUASI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA
KEGIATAN-KEGIATAN TERSEBUT MASIH RELEVAN DAN EFEKTIF.




Pengujian Penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah

PIMPINAN INSTANSI | \ERCLATRA BRI . B veLAksanakanEvALUAsl [l KAP
PEMERINTAH APIP CHARTER ' TERPISAH APIP

Menetapkan Visi Misi Tujuan
Strategis

INDIKATOR
TUJUAN
SPIP

Efektivitas
dan Efisiensi

Menetapkan Kebijakan-Kebijakan Kebijakan Pengendalian Intern, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Manajemen SDM,
Penyelenggaraan SPIP Manajemen Keuangan dan Aset, Kebijakan Tl dan E-Gov, Reformasi Birokrasi, dan Lainnya

e B a8 2. MEMBANGUN LINGKUNGAN PIMPINAN

PENGENDALIAN ORGANISASI/UNIT KERJA

Keandalan
Pelaporan
Keuangan

MELAKUKAN
PENILAIAN RISIKO

RISIKO RISIKO

Uraian IKU STRATEGIS OPERASIONAL

Pengamanan
Aset Negara

313 MELAKUKAN
PENGENDALIAN KEGIATAN DAFTAR RISIKO STRATEGIS

SISTEM Tl PENGENDALIAN

3.1 REVIU 3.2 PEMBINAAN
KINERJA SDM

Ketaatan
Terhadap
Per-UU-an

INFORMASI & KOMUNIKASI

3.4
35INDIKATOR 3.6 PEMISAHAN DAFTAR RISIKO
PENGESNEDTA'-'AN KINERJA FUNGSI OPERASIONAL

3.7 OTORISASI PENC%? aran | 3.9 PEMBATASAN RISIKO PRIORITAS (HIGH
TRANSAKSI AKURAT AKSES RlSK) DITETAPKAN SESUAI

SELERA RISIKO

DINILAI
CAPAIANNYA

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN, DENGAN KK
MONEV KINERJA, TL HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN, DSB. HASIL



CONTOH PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES

Subunsur 1.1

Penegakan Intergritas dan Nilai Etika

Kriteria E:

Terdapat kebijakan penegakan
integritas dan nilai etika untuk
seluruh pegawai dalam

organisasi

Langkah Pengujian:

Parameter:

Kriteria D:

Kebijakan penegakan integritas
dan nilai etika organisasi telah
dipahami oleh seluruh pegawai

Kriteria C:

organisasi

Penegakan integritas dan nilai
etika telah dilaksanakan oleh
pegawai dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya dalam

Pegawai menegakan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

Kriteria A:

Penegakan integritas dan nilai
etika telah diperbaiki secara
berkelanjutan sehingga tercipta

suasana kerja organisasi yang
kondusif yang dapat
mendorong kinerja para
pegawai secara optimal

Pengujian

Teknik

Efektivitas dan Efisiensi

Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengamanan Aset Negara

Ketaatan Terhadap Per-UU-an

Kriteria E

Analisis
Dokumen

Pasal 2 Perbup Nomor 13 Th 2018
tentang Budaya Kerja Organisasi Kab.
Mipan: "Pimpinan memberikan
keteladanan pelaksanaan kinerja melalui
perwujudan kehadiran yang produktif,
berada di ruangan dan taat jam kerja,
serta mendorong etos kerja yang baik.

Pasal 56 Perbup Nomor 24 Th 2015
tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan di Lingkungan Kab. Mipan:
"Pengelola SAl tidak diperbolehkan
memberikan akses kepada orang di luar
sistem/tusi akuntansi, dan pimpinan unit
disiplin dalam memonitor
pelaksanaannya dengan baik, dan
memberikan hukuman disiplin bagi yang
melanggar.

Diktum Kelima Kep Bup Nomor 21 Th
2020 tentang Pejabat Pengelola BMD di
Lingkungan Kab. Mipan: "Kepala
Dinas/Badan, Kepala Unit, dan Pejabat
pengguna kendaraan operasional
dilarang menggunakan kendaraan dinas
untuk keperluan pribadi, dan/atau
memarkir kendaraan dinas pada tempat
yang beresiko merusak fisik kendaraan
dan/atau merusak citra Instansi."

Pasal 5 Perbup Nomor 13 Th 2018
tentang Budaya Kerja Organisasi Kab.
Mipan: "Pimpinan membangun
kewaspadaan terhadap risiko tindak
pidana korupsi melalui kampanye anti
gratifikasi, himbauan rutin, pembangunan
kanal pengaduan, pelaksanaan bintal
dan/atau kegiatan sejenis, dan
membangun budaya saling
mengingatkan antar pegawai."

« Apabila KRITERIA E telah terpenuhi, lakukan penilaian pada kriteria di atasnya, yaitu KRITERIA D, demikian seterusnya
* Penilaian diberikan pada kriteria tertinggi yang dapat terpenuhi dan dengan menggunakan sistem building block




A : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 selama 4th berturut c o O (efektivi A:>100%

dan tidak mempengaruhi opini, tidak terdapat temuan - Capaian Outcome (efektivitas . >00.. o

ketidakpatuhan signifikan dalam LHP APIP selama 4th berturut pencapaian tujuan organisasi) g ;ggé) ;886 C_ PENILAIAN
B : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 selama 3th berturut - Capaian Outout (efisiensi pencapaian .= 0= 0

dan tidak mempengaruhi opini, tidak terdapat temuan tu'l.rl)an ke iatgn)( P P D : 250%-70% PENCAPAIAN
ketidakpatuhan signifikan dalam LHP APIP selama 3th berturut | g E:

0-50%
C : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 selama 2th berturut T HASIL
dan tidak mempengaruhi opini, tidak terdapat temuan
ketidakpatuhan signifikan dalam LHP APIP selama 2th berturut
D : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 dalam TA terakhir

E : Disclaimer/Tidak Wajar dan/terdapat catatan terkait
aset, terdapat aset bermasalah hukum yang
mempengaruhi opini BPK, <75% BMN/D berfungsi baik
dan aman

B : WTP 3-4x berturut-turut tanpa temuan berulang
C : WTP 1-2x berturut-turut, ada temuan berulang
D : WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas

E : Disclaimer/Tidak Wajar

dan tidak mempengaruhi opini, terdapat temuan EFEKTIVITAS
ketidakpatuhan dalam LHP APIP selama 2th terakhir
E :jumlr;h temuan ketidakpatuhan BPK >5 dalam TA terakhir, DAN EFISIENSI
terdapat temuan ketidakpatuhan signifikan dalam LHP APIP PENCAPAIAN
TUJUAN
- Keamanan Administrasi (kualitas
penatausahaan BMN/D dari sisi
- Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP o :
BPK i KETAATAN TUJUAN . ic;':::;sr:;saukum (uoaya melindungi
- Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP « TERHADAP PENYELENGGARAAN ™ BMN/D dari
persengketaan, gugatan,
APIP AL SPIP dan peralihan kepemilikan yang tidak
- Keterjadian Tipikor sah
4
_______________ ¢ o ___
P_(eojl_adian Tipikor . KEANDALAN : A : WTP min. 5x berturut, tidak ada catatan terkait aset,
menjadi pengurang skor I selama 5th tidak terdapat aset bermasalah hukum dan
keselurUha.n (Yeto)"ka PELAPORAN I 100% BMN/D berfungsi baik dan aman
terjadi KEUANGAN : B : WTP min. 3x berturut, tidak ada catatan terkait aset,
; selama 3th tidak ada aset bermasalah hukum dan 100%
1 BMN/D berfungsi baik dan aman
* I C : WTP min. 1x, masih ada catatan terkait aset, selama
: 2th tidak ada aset bermasalah hukum, 100% BMN/D
o : ; berfungsi baik dan aman
- Opini atas LK BPK (kewajaran I D : WDP/terdapat catatan terkait aset, terdapat aset
A : WTP min. 5x berturut-turut tanpa temuan penyajian LK) I bermasalah hukum namun tidak mempengaruhi opini
berulang : BPK, 75-99% BMN/D berfungsi baik dan aman
I
I
I
I
I



3. TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

PENENTUAN SKOR
DAN TINGKAT
MATURITAS AWAL

na:-‘ PENYUSUNAN AREA
o- / OF IMPROVEMENT DAN
o REKOMENDASI

DA
PENYUSUNAN o=
KONSEP LAPORAN g-

.@) @® PEMBAHASAN
DENGAN
Iml MANAJEMEN

FINALISAS| o=
LAPORAN |57

PENYAMPAIAN
LAPORAN KE |—=
MANAJEMEN |—

TINDAK LAJUT @
RENAKSI
AOI

PENYAMPAIAN
LAPORAN KE
BPKP

PENJAMINAN
KUALITAS

nN ﬁ OLEH BPKP

SLIDE BERIKUT




@ PENJAMINAN KUALITAS
v ATAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI



PERBANDINGAN PENJAMINAN KUALITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN

Periode Penjaminan
Kualitas

Jumlah Hari Penugasan
Tim Penjaminan Kualitas

Hasil PM yang dilakukan
PK

Pelaksanaan PK untuk PM
Pemda

Pelaksanaan Ekspos

Laporan Hasil PK

Sesuai Permintaan

Tidak ditentukan

Tidak ditentukan

Minimal Level 2

Berjenjang

Ekspos dilakukan di tingkat
Kedeputian saja, Ekspos internal
optional

Tim Panel Ekspos berasal dari
Bidang/Direktorat/Kedeputian
Terkait

Diterbitkan oleh Eselon 1

Serentak pada Bulan Juli — Agustus
Setiap Tahun

Minimal 15 Hari
Desk QA 20%, Penugasan Lapangan 60%, Pelaporan 20%

Tim PK = bukan tim yang melaksanakan pembinaan pada
K/L/D untuk menghindari moral hazard

Minimal Level 3
Tidak Berjenjang

Ekspos Internal Diwajibkan (tingkat internal
Perwakilan/Direktorat) selanjutnya dilakukan Ekspos di
tingkat Kedeputian

Tim Panel Ekspos berasal dari Bidang/Direktorat/Kedeputian
Terkait dan Investigasi

Diterbitkan oleh Eselon 2
PK K/L : Direktorat Terkait
PK Pemda : Perwakilan BPKP



1. ALUR KEWAJIBAN
PENJAMINAN e J DR ELTE bl LT L EKSPOS INTERNAL

KUALITAS DI TINGKAT
DIREKTORAT

23 >3 >3
Permo- Ekspos Internal Ekspos = SP & Lap.
PM ‘ LAP. PM ‘ honan PK ‘ PK ‘ Direktrat J Kedeputian J ‘ PK >3 PENAMBAHAN
l<3 - \ / - KETENTUAN

TERKAIT
e MEKANISME
ISampalkan
ke BPKP SRS

KEDEPUTIAN

SP & Lap.
/ PR

PEMDA J PERWAKILAN BPKP J DEPUTI PPKD PK TIDAK LAGI
BERJENJANG

Pada K/L s

Permo- Ekspos Draf Lap Permohon
‘ LAP. PM ‘ honan PK ’ ‘ Internal ‘ Hasil PK J an Ekspos J- pelelemnzen Hapes J \

PROSES DI

[ a \ |- | DEPUTI PPKD

Lap. HANYA EKSPOS
Disampaikan AP b Perbaikan - BA,Notulen Ek:
ke Perw. BPKP Lees [l Lap. PK J & SJP I?::ailr:a P:ni?:lsa
LAP. PK
5P & / o Dl e BEESSY  DITERBITKAN
eputi
Pada Pemda  wuee Lap PPwk PERSVLAEKI-IILAN




2. TAHAPAN PENJAMINAN KUALITAS

A. TAHAP PERSIAPAN

1) PEMBENTUKAN TIM

Perwakilan Kedeputian
BPKP BPKP
Bidang yang + Direktorat Mitra

menangani SPIP K/L

dan MR + Direktorat dari
Bidang yang Kedeputian
menangani Investigasi

kapabilitas APIP
Bidang Investigasi

2) PENETAPAN HARI DAN JADWAL

3) PENETAPAN SATUAN KERJA SAMPEL

No. Kegiatan HP
1. | Desk QA 20%
Pelaksanaan penjaminan kualitas
berdasarkan data yang telah diterima
(laporan hasil penilaian mandiri dan
dokumen pendukung)
Penyusunan rencana/program kerja
penjaminan kualitas di lokasi K/L/P
2. | Penugasan di lokasi K/L/P 60%
Entry Meeting
Kegiatan wawancara, observasi dan
reviu dokumen
Exit Meeting
3. | Penyusunan Laporan 20%

0%

DARI SATKER SAMPEL
PENILAIAN MANDIRI



2. TAHAPAN PENJAMINAN KUALITAS

B. TAHAP PELAKSANAAN

ATAS PROSES

No. Tahapan Bobot
1 Persiapan PM 20%
2 Pelaksanaan 60%
3 [ Pelaporan PM 20%

No. Skor Gradasi
1 | >80% <100 Sesuai
2 >56% <79 Kurang

Sesuai
3 <55% Tidak
Sesuai

ATAS HASIL

ANALISIS DAN
PENGUJIAN
SUBSTANSI SESUAI
KRITERIA DAN
PARAMETER

-

PENGUJIAN BUKTI
melalui:

* Wawancara

* Reviu dokumen
* Observasi

C. TAHAP PELAPORAN

BERITA ACARA DRAFT LAPORAN HASIL
Ikhtisar hasil Penjaminan * Hasil Penjaminan
Kualitas Kualitas atas proses

dan hasil

* Informasi kenaikan dan
penurunan skor hasil
Penjaminan Kualitas

» Area of Improvement

 Rekomendasi perbaikan

HASIL PK AKAN DIPUTUSKAN DENGAN EKSPOS PANEL



2. TAHAPAN PENJAMINAN KUALITAS

D. EKSPOS PANEL

PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA PEMERINTAH DAERAH
EKSPOS INTERNAL EKSPOS INTERNAL
@9 IimPanel Proses: - 0@9 IimPanel Proses:
'.‘ Direkur terkait + Tim PK '.‘ Kepala Perwakilan + Tim PK
minimal 2 subdit memaparkan hasil minimal 2 Korwas memaparkan hasil
Tim panel menguiji (APD & Investigasi)  Tim panel menguiji
hasil PK hasil PK
EKSPOS TINGKAT EKSPOS TINGKAT
KEDEPUTIAN KEDEPUTIAN PPKD
Tim Panel: Proses: ® Tim Panel: Proses:
}.% Ditunjuk Deputi Tim PK }.% Ditunjuk Deputi Tim PK
. terkait dengan memaparkan hasil - PPKD dengan memaparkan hasil
anggota lintas Tim panel menguiji anggota lintas Tim panel menguiji
kedeputian hasil PK kedeputian hasil PK
(kedeputian terkait (kedeputian PPKD
+ kedeputian + kedeputian
investigasi) investigasi)

- -

SKOR, AOIl, DAN REKOMENDASI PERBAIKAN SKOR, AOI, DAN REKOMENDASI PERBAIKAN




3. TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

PENENTUAN SKOR
DAN TINGKAT
MATURITAS AKHIR
SESUAI HASIL

M-,  PENYUSUNAN AREA EKSPOS PANEL
o=/’ OF IMPROVEMENT DAN
07| REKOMENDASI SESUAI
EKSPOS PANEL
(e B
PENYUSUNAN o=
KONSEP LAPORAN g-/

0@) ® PEMBAHASAN

DENGAN
™ MANAJEMEN
A
FINALISASI |B=
LAPORAN | g7
PENYAMPAIAN
=|{| "LaPorAN KE
=[F MANAJEMEN

TINDAK LAJUT _®
RENAKSI
AOI



RISIKO DAN MITIGASI

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN

PEDOMAN

Pedoman Tidak
Feasible
Langkah kerja dalam

01 Pedoman sulit untuk
dilaksanakan

\A

Kemungkinan terjadi penolakan oleh
K/L/D untuk mengimplementasikan
pedoman

Kualitas Hasil PM

Hasil PM tidak dapat diyakini
kualitasnya karena terdapat

L 0 3 perbedaan persepsi

01

Risiko

&

itigasi

@ Piloting

Akan dilaksanakan piloting
Pedoman di BPKP, dan masing-
masing 1 K/L, 1 Pemprov & 1

Pemkab

03.b

Akan dilaksanakan Uji Publik atas
rancangan Peraturan Badan kepada
stakeholders

Akan dilaksanakan diseminasi
pedoman pada tataran high level
dan operasional untuk
meningkatkan pemahaman
terhadap result based SPIP

PK & Panel

Untuk menjamin kualitas,
Mekanisme PK dan Panel
diintegrasikan ke dalam
Pedoman

Sertifikasi
Asesor

Akan dilaksanakan

pelatihan secara masif

03 a kepada pegawai BPKP
. (TOT) dan asesor pada

setiap K/L/D



< RISIKO DAN MITIGASI
A Terhambatnya Koordinasi PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
Keputusan untuk melibatkan PEDOMAN

04 berbagai jenis penilaian sebagai
ukuran hasil serta berbagai pihak |

dalam proses penilaian berpotensi .
terham%at olerl? koordinasi )E)ang & KolaboraS|
kurang memada Akan dilaksanakan Kolaborasi Internal dan
Eksternal; mencakup Penyusunan PKPT,
- ) Data Hasil Penilaian Tidak 04 Pelaksanaan PM & PK, Pelaporan Hasil
Terkelola dengan Baik serta Pemantauan TL
Data dan informasi terkait progres

dan hasil penilaian tidak dapat
digunakan sebagai dasar —

— 05 .8 Pengambilan keputusan dengan I'T Su ppOl’t
segera
Akan dilaksanakan Kolaborasi
Keterbatasan Sumber Daya Internal dan Eksternal; mencakup
Penyusunan PKPT, Pelaksanaan
dan Waktu 05 PM & PK, Pelaporan Hasil serta
Alur kerja dalam pedoman sulit Pemantauan TL

untuk dikerjakan secara manual
O 5 i b karena membutuhkan sumber |

daya dan waktu yang signifikan . .
Koordinasi dengan KL

Target Maturitas SPIP pada Regulator
Renstra BPKP tidak tercapai

Dukungan kebijakan dari Kementerian
06 Keuangan, KemenPAN RB, Kemendagri, LAN,
BPK

Pembaruan Pedoman menuju Result Based SPIP
06 belum diperhitungkan ketika menentukan capaian
target dalam Renstra BPKP



TERIMA KASIH



